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RISTEKDIKTI

PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT SISTEM INOVASI DAN

DIREKTORAT PERUSA}IAAN PEMULA BERBASIS TEKNOLOGI
KEMENTERIAN RISET, TEKI'IOLOGI, DAN PENDIDIKAN TmiGGI

Dengan

UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Tentang

"MINUMAN INSTAN KAKAO KAYA PIOLIFENOL DAN COKL, T OLES
FUNGSIONAL"

Nomor : 35/PKS/Kp/PPK21CPPBT N l2}l7

Pada hari ini Rabu, tanggal rujuh Belas, bulan Mei, tahun Dua fubu Tujuh Belas, yang
bertanda tangan dibawah ini :

I Medy Eka Suryana. SIp.. MM. Selaku Pejabat Pembuat Komitrnen Dtektorat

Sistem Inovasi dan Direktorat Perusahaan pemula

Berbasis Teknologi, Kernenterian fuset, Teknologi

dan Pendidikan Tinggi, dalarn hd ini bertindak

untuk dan atas nama Kcmenterian fuset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Jalan

M.H. Thamrin No. 8 Jakarta pusat 10340, untuk

selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA;
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II Ir. Suryanto, M,Sc., Ph.D. Selaku Ketua Unit Penelitian dan pengabdian

Masyarakat Politeknik Negeri Ujung Pandang,

dalam hal ini bertindak untr* dan atas nama Unit

Penelitian dan PengaMian Masyarakat politeknik

Negeri Ujung Pandang dengan NpWp

00.212.454.3-801.@0, yang berkedudukan di Jalan

Perintis Kemerdekaan Km. l0 lr{akassar 90245,

untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA"

Bahwa PIHAK PERTAMA dan pIHAK KEDUA, yang selerjutnya disebut sebegai pAR..,{

PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam pefanjian Kda Sama mengenai pelaksanaan

rrrogram calon Perusahaan Pemula Berbasis Tet,ologi dari perg,ruan Tinggi, dengan

ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL I
DASAR

Pe{anjian ke$a sama ini dibuat berdasar*an referensi yang merupakan bagian 1'ang titlak
terpisahkan dari Perjanjian ini, yaitu :

l) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem panelitian, pengernbangm dan

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (l-ernbaran Negara Republik Indonesia tahun

2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4219;

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi moryebutkan bahwa
Teknologi adalah penerapan dan pemanfratan berbagai cabang Ilmu pangetahuan yang

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsmgan hidup, serta

peningkatan muru kehidupan manusia;

3) Peratuan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih reknologi Kekayaan

Intelektual se(a Hasil Kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan Tinggi dan

Lembaga Penelitian dan Pengembangan (hmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor u1497, Tambahan rrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
4) Peraturan Panerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang pengalokasian Sebagian pendapatan

Badan Usaln unn* Peningkaan Kemampuan perekayasaan, Inovasi dan Difusi
Teknologi (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7g, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
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5) Perahran Presiden Nomor 13 Tahrm 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor l4);
6) Peraturan lr{enteri PJset, Teknologi, dam pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015

tentang Rencana strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi rahun
2015-2079;

7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015

tentang organisasi dan Tata Ke{a Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi;

8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor l6g/pMK.05/2015 tentang Mekanisme pelaksanaan

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/I-embaga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134) sebagaimarn telah diubah durgan perah'an

Menteri Keuangan Nomor r73lpMK.osDor6 tentang perubahan Atas perahran Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.05D0I5 tentatrg Mekanisme peraksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kennenterian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor lT45);

9) Peraturan Menteri Riset, Teknorogi, dan pendidikan Tinggi Nomor 95 Tahrm 2016
tentang Pedoman Umum Penyaruran Bantuan pemerintah di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidiikan Tinggi;

l0) Keputusam Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Nomor s4/MlKpr2orl
tetrtang Pejabat Perbendaharaatr pada Direktorat Jenderal penguatan Inovasi;

ll)Keputusan Direkn'Jenderal penguatan Inovasi Nomor 022IF/Kp/XII/2016 tentang
Panduan calon Perusahaan pemula Berbasis Teknologi dari perguruan Tinggi rahun
Anggaran 2017;

12) Keputusan Direknrr Jenderal penguatan Inovasi Nomor 00gE/Kp/ru20r7 tenrang
Petunjuk reknis Penyaluran Bantuan pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal
Penguatan lnovasi;

13) Keputusan Direkhr Jenderar penguatan Inovasi Nomor oo2E rwrvzorT tentang Tim
Pelaksana Program Insentif calon perusahaan pemura Berbasis Teknologi dari perg,ruan

Tinggi Tahun Anggaran 2017;

14) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal penguatan Inovasi Nomor
ol /F2/KP Nw20l7 tetrtang pejabat pernbuat Komitrnen, pejabat penandatanganan Surat
Perintah Manbayar, dan panitia penerima peke{aan satuan Kerja Direktorat Jenderal
Penguatan Inovasi Tahun Anggaran 2017;



<t

15) Keputusan Pejabat Pembuat Komitrnen Direktorat Sistem Inovasi dan Direktorat

Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Nomor 03/SK.iPPK2lDitjen PW l20l7 terrlrxrg

Penetapan Proposal Penerima Pernbiayaan Program Pandanaan Calon Perusahaan Pemula

Berbasis Teknologi Dari Perguruat Tinggi Tahun 2Ol7 yztg Dibiayai oleh Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;

PASAL 2
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja sama ini addah menjelaskan hak dan kewqiiban PAILA PIH.AK

terkait dangan Program Calon Perusahaan Pernula Berbasis Teknologi dri Perguruan Tinggi

yang tahun 2017 sesuai d€ngan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sistem

Inovasi dan Direkorat Perusahaan Pemula Berbasis Tekologi Nomor 03/SK,/pPIC2/Ditjen

PIN 12017 tentang Penetapan Proposal Penerima Panbiayaan Program Pendanaan Calon

P€rus^hmn Perula Berbasis Telnologi Dari Perguruan Tinggi Tahun 2Ol7 yang Dibiayai

oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTalurln2}lT.

PASAL3
RUANG LINGKT'P

(1) Ruang Lingkup Program Pendanaan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Dari

Perguruan Tinggi ini rneliputi :

a. Hasil inovasi Perguruan Tinggi yang sudah memiliki atau dalam proses pengurusan

patan, mempunyai potensi pasar dan bemilai kornersial rnrtuk di kembargkan manjadi

calon perusahaan pemula berbasis teknologi;

b. Meningkalkat kapasitas SDM di lingktmgan Perguruan Tinggi melalui pendidikan

dan pelatiharq rerutama di bidang kewnausahaan;

c- Memberikan program p€ndampingan yang berkelanjutat kepada Calon perusalraan

Pemula Berbasis Teknologi dai Pergumar Tinggi.

(2) Pelalsanaan Program Pendanaan calon Perusdraan Pemula Berbreis Tetnologi Dari

Perguruan Tinggi dilalsaDakan didasarkan pada Lampiran I K@utusan pejabat pembuat

Komitrn€n Direktorat Sistem Inovasi dan Direktorat perusahaan pemula Berbasis

Tekrclogi Nonrcr O3/SIVPPK2/Ditjen PIN /2017 tentang penetapsn proposal penenma

Pembiayaan Program Pendanaan calon Perusahaa pemula Berbasis Teknologi Dari

Perguruan Tinggi Tahm 2Ol7 yamg Dibiayai oleh Anggaran pendapaton dan Belanja

Negara Tahun 2017
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PASAL4
PEMBIAYAA}I

(1) Jurnlaii dala yartg dibayar'karr oleh PIHAI( PER.TAIVIA kepada PIHAIi KEDUA sebesar

Rp. 226.450.000,- (Dua Rotus Dua Puluh Enam Julo Empat Rorus Lima Puluh Ribu

Rupiah), dengan rincian sesuai sebagafuiana tercantum pada lampiran I Keputusan

Pejabat Pembuat Komitrnen Direktorat Sistem Inovasi dan Direktorat Perusahaan Pemula

Berbasis Telnologi Nomor 03/SK{PPK.2,Ditjen PW z0l7 tentang Penetapan Proposal

Penerima Pembiayaan Program Pendanaan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi

Dari Perguruan Tinggi Tahun 2017 yang Dibieyai oleh Anggaran Pordapatan dan Belanja

Negara Tahun 2017.

(2) Nilai Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayar (l ) akan disesuaikan serara

proposional jika terjadi perubahan kebijakan Pemerintah tentang/te*ait penghematan

alokasi anggaran.

PASAL 5
MEKANISME PENCAIRAN

(2) Pcmbayaran kcgiataa scbagaimrna dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dalam 2 (dua) tahap

pembayaran yang diatur sebagai berikut:

a. Tahap I : Sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari nilai Pe{anjian atau sebesar 7070 x Rp.

226.450.@0,-: Rp. 158.515.000,- (Serotus Lima Puluh Delapn Juta Lima Ratus Lima

Belas Ribu llupiah), y'ang akan dibai'arkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK

PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan :
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(l) Pembayaran peke{aan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanaksr

dengnn si51gm Panbayaran Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan

Negara (KPPN) di Jakarta, sesuai DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi

Kementerian Ris€t, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor :D1PA442.O7.1O4 t2017

tanggal 07 Desember 2015; ditujukan kepada rekening PIHAK KEDIJA atas xama BPN

054 Potitehnih Nqeri Ujang Pantung, Kode Pos 90245, NPl.yP M.212.454.3-801.M0

pda Banh BRI Cabong Mahasmr dengan Nomor Rehentng AB41-UM435-30-2



! Proposal dan Rencana Kegiatan yang telah direvisi dan disetujui oleh

LPPM/LPMruP2M/UP3N{/Lembaga Penelitianrlernbaga lnovasi Perguruan Tinggi.

Scbanyak 3 (tiga) ckscmplar dan ditcrima dcngan baik olch Pl^^qav- PERTAMA yang

tertuang dalam Berita Acara;

b. Tahap II : Sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai Perjanjian yang ada di SK atau

sebesar 30oZ x Rp. 226.450.000,- : Rp. 67.935.000 ,- (Erum Puluh Tujuh Juta Sembilan

Ratas Tiga Puhth Lima Ribu Rupiah), yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA

oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akht
(Execative Summary, Pelaksanaan Kegiatan, Dokumentasi, Video dan Foto) sebanyak 3

(tiga) eksemplar dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA yang tertuang dalam

Berita Acara;

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka.,raktu pelaks,rnaan kegiatan adalah sampai selesainya kegiatan 100% (seratus persen)

selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari kalender terhitung sejak tanegal 17 Mei

20 I 7 dan berakht sanrpai dengan tanggal 30 Nopa'nber 20 I 7 .

PASAL 7
HAK DAII Kf,,WAJIBAN

(l) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. HakPIHAKPERTAMA:

i. Mernperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil peke{aan yang

dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

ii. Menerima dadatau meminta semua laporan secara periodik berkaitan dargan

pelaksanaan k-e-giatan program Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Dari

Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

i. Membiayai kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup

kegiatan ,'ang tercantum pada pasal 3;

ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiaUn yang dilaksanakan oleh PIHAK

KEDUA.
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(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pernbayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar

yang tcrcantum dalam pasal 4;

b. Kewajiban PIHAK KEDUA:

i. Melaksanakan dan menyelemi*an kegiatan sesuai dengan jangka waktu

pelaksaruan yang telah ditetapkan dalam Pe{anjian Ke{a Sama ini;

ii. N{cntaati tcgurar/pcringatan tcrtulis yang disampaikan PIFIAK PERTAI{A;

iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

iv. Menyimpan semua bukti pengeluaran yang didanai oleh Kementerian fuset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ;

v. lVajib menyetorkan kembali dana y'ang tidak terserdp ke Kantor Kas Negara

melalui Bendahara Pengeluaran Satker Kemenristekdikti

PASAL E

PELAPORAN

(l) Jenis Laporam yang harus disarnpaikan oleh PIHAK KEDUA, terdiri atas:

a. laporan Pelaksanaan Kegiatan Termin I;

b. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan.

(2) Penyampaian Iaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf 4 adalah :

Iaporan Pelaksanaan Kegiatan disampaikan saat penagihan dana tahap II (Kedua)

dilengkapi bukti Surat Pemyataan Taoggung Jawab Belaqia / SPTB).

(3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, adalah:

Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiataa (Execwtive SummarT', Pelaksanaen Kegiatan,

Dokumentasi, Video dan Foto) s€rta dilengkapi bukti Surat Pemyataan Tanggug

Jawab Belanja / SPTB).

(4) Laporan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA dibuat adalah 2 (dua) versi yaitu:

a. Laporan l'ersi terbuka 1'ang bersifat terbuka dan dapat dibaca dan/atau diakses

oleh kalangan umum (publik);

b. laporan versi tertutup yang bersifat tertutup yang terkait dengan kerahasiaan

teknologi yang digunakan selama pelaksanaan program calon perusahaan pemula

berbasis teknologi.
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PASAL9
PERALATAN DAN KEPEMILIKAN

(1) Peralatan yang diperoleh dari pelaksanaan progam pendanaan calon penrsahaan
Pemula Berbasis Tekrologi wajib dilaporkan kepada pIHAK pERTAMA;

(2) Laporan status peralatan memuat nam4 kondisi, Iokasi dan nilai alat.

PASAL IO
METERAI, PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

Bea meterai, pajak dan biaya lainnya menjadi beban 
'IHAK 

KEDUA sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

KEADAAN KA !ittob'*, o *or E a R E )
( 1 ) Keadaan kahar force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak pARA

PIHAK yang mernpengaruhi pelaksanaan pe{anjian Kerja Sama ini sehingga
PEKERIAAN yang telah ditentukan dalarn p{anjian Ke{a sama ini menjadi tidak dapat
dipenuhi;

(2) Hal-hal yang tcrmasuk kcadaan kabar (/orce majeure) scbagaimana dimaksud pada pasal
l l Ayat (I) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi,
badai, gunung meletus, tanah longsoq wabah penyakit dan angrn topan), pemogokan,
kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan rainnya sesuai peraturan
Perundang-Undangan y.ang berlaku;

(3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (/orce majeure) sebagaimana
dimaksud pada pasal ll Ayat (2) pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang
berwenang;

(4) Apabila tciadi kcadaan kahar (/o rce majeure) scbagairnana tcrcantum pada pasal l l Ayat
(2) Pasal ini, maka 

'IHAK 
KEDUA wajib memberikan raporan ternrlis paling lambat t4

(errpat belas) hari karender berdasarkan raporan te(ulis kepada pIHAK pERTAMA, dan
atas laporan tertulis pIHAK KEDUA akan mengadakan peneritian oreh tim yang dibentuk
oleh PIHAts, PERTA.\{A dan rnstansi tang ber*enang yang kemudian berdasarkan
B6ita Acara hasil peneritian tersebut akan d,akukan penyelesaian lebih lanjut mengenai
pelaksaruan perjanjian Ke{a Sama ini.
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PASAL 12
SANKSI/DENDA

(1) Bodasarkan hasil monitoring dan evaluasi bila PIHAK KEDUA terbukti melakukan

penyimpangan, baik dalam melaksanakan kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang

dapat merugikan Negara maka diselesaikan melalui peraturan perundang-turdangan yang

berlaku.

(2) PIHAK PERTA,\{A dapat memberlakukan sanksi sesuai peraturan penrndang-undangan

yang berlaku kepada PIHAK KEDUA berupa :

a. Menghentikan pembiayaan berdasa*an Perjanjian Kerja Sama ini;

b. Memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar sebagai lembaga yang tidak

memenuhi syarat sebagai pelaksana penerima pendanaan dimasa menda..ang.

(3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan PEKEzuAAN menurur jangka

waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam Pe{anjian Kerja Sarna ini dengan alasan tidak

dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda

sebesar l7- (s.etu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan atau maksimum 57o (lima per

seratus) dari dlai Perjanjian.

(4) Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi

oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

pcmbcritahuan ditcrima olch PIHAK KEDUA dari PIFIAK PERTA.\{A.

(5) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (4) akan disetortan ke Kas Negara

melalui Bendahara Pengeluaran Satker Kernenristekdikti.

(1) Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAI( maka PARA PIHAK akan berusaha

menyelesaikarmya semra musyawarah untuk mufakat

(21 Apabila lr{usy'awarah untuk muftkat tcm}'ata tidak mcncapai kata scpakat, maka

penyelesaian perselisihan tersebut akan di serabkan ke Pengadilan Negeri Jakarta pusat.

PASAL T4
KORESFONDENSI

( 1 ) Hubungan Korespondensi P,{R 4, PIHAK dif.gukan ke alamat sebaga: berikut;
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PASAL 13
PENYELESA IAN PERSELISIHAN



Untuk PIHAK PERTAMA :
Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Te*nologi,

Ditien Porguafan Inovasi, Kernenterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

A.n : Pejabat Pemtruat Komitsnen Pada Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi

Gedung II BPPT,lntai 22,11. MH. Tharmin No.8, Jakarta pusat (10340)

Telp.: 021 314E796

Fax.:021 31O 1952

UntUkPIHAK KEDUA :

Unit Penelitian dan PengaMian kepada Masyarakat politeknik Negeri Ujung pandang

,4..n. : Katua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada ir{asyarakat pcliteknik Negeri

Ujung Pandang

Jalan Perintis Kemerdekaan Kn 10 Makassar

Telp: 041 l-585365, 585367, 585368

Fax:0411-586043

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, pARA pIHAK wajib saling
memberitahukan secara tertulis.

PASAL 15
ADDENDUM

Penrbahan isi Pelianjian Ke.{a Sama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK,
yang akan dituangkan dalam suatu AmanderneL yang menrpakan bagian tidak terpisahkan

dari Pe{anjian Kaja Sama ini.

PASAL 16
LAIN-LAIN

Pe{anjian Kerja sama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik

sebagian mauprm seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA
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PASAL 17
PENUTUP

Pe{anjian Ke{a Sama ini dibuat dan ditan<iaiangani di Jakarta pada hari, tanggal, buian, dan

tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing

mempunyai kekuatan hukum yang sam4 di mana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan

masing-masing I (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,

sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIEAKKEDUA, P

1gt NoL o
o

"'i,'lo"\\

t,

4-, MrSc., Ph.D.
/-,,,

Y EKA SUR ,MM
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